BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di
Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya memulihkan kerugian
keuangan negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan, namun
dimana penerapan sanksi pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di
Indonesia bagi pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa meskipun
perampasan aset diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, implementasinya masih menghadapi
berbagai tantangan yang signifikan.

Pertama, ketidakjelasan definisi mengenai "barang bergerak" dan "barang
tidak bergerak" dalam konteks perampasan aset menciptakan kebingungan bagi
penegak hukum dalam menentukan aset mana yang dapat dirampas. Hal ini
berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku tindak pidana
korupsi dan penegak hukum itu sendiri.

Kedua, proses hukum yang panjang sering kali memberikan kesempatan
bagi pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset yang diduga
merupakan hasil tindak pidana. Mekanisme perampasan aset yang bergantung
pada putusan pengadilan dapat memperlambat proses pemulihan kerugian
negara, sehingga tujuan untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan

menjadi sulit tercapai.
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Ketiga, tantangan dalam pengelolaan barang sitaan dan ketidakselarasan
pandangan pengadilan mengenai uang pengganti juga menghambat efektivitas
penerapan sanksi perampasan aset. Banyak terpidana yang lebih memilih
menjalani hukuman subsider daripada membayar uang pengganti, yang
menyebabkan tingginya jumlah piutang uang pengganti di Kejaksaan.

Oleh karena itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan
Aset menjadi sangat mendesak. RUU ini diharapkan dapat memberikan
pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai perampasan aset,
termasuk mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan
perampasan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Dengan demikian, RUU
ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak
pidana korupsi, tetapi juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap
ratifikasi UNCAC.

Secara keseluruhan, penerapan sanksi pidana perampasan aset hasil tindak
pidana korupsi di Indonesia perlu diperkuat melalui reformasi hukum yang
komprehensif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan,
dan efektivitas dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana
korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan

memberikan dampak yang signifikan dalam memberantas korupsi di Indonesia.



78

B. Saran

Pada penelitian ini penulis memiliki beberapa saran yang sekiranya dapat
membantu terkait untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan
kedepan. Adapun saran yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

1. Saran Terhadap Peraturan Perampasan Aset Saat Ini

a) Kejelasan definisi hukum, yaitu memperjelas definisi mengenai “barang
bergerak” dan “tidak bergerak™ dalam konteks perampasan aset untuk
menghindari ketidakpastian hukum.

b) Harmonisasi peraturan, yaitu dengan melakukan harmonisasi antara
undang-undang sektoral dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
baru untuk menciptakan keselarasan dalam penegakan hukum.

c) Mengembangkan dan menerapkan mekanisme perampasan aset yang
tidak bergantung pada putusan pengadilan untuk mempercepat proses

pemulihan keuangan negara.
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